
Pada ijazah SMA hanya 
tertulis nama Deni Parlindungan 
(tidak punya marga) lahir 
14 Januari 1978 ,sedangkan 
pada surat keterangan yang 
dikeluarkan Lurah Pasar 
Siborongborong dan Catpil 
Taput baru-baru ini bahwa Deni 
Parlindungan Lumbantoruan 
(sudah punya marga) lahir pada 
tanggal 14 Januari 1979.

“Persyaratan Calon tidak 
sah jika tidak lewat Pengadilan. 
Kalaupun menang Pilkada,maka 
dipastikan tidak dapat dilantik.
Tentang viralnya kesimpang 
siuran pada berkas Cawabup 
nomor 2 tersebut tidak bisa 
dianggap sepele. Dan wajib 
pengesahan nya ditetapkan 
lewat putusan Pengadilan. 
Untuk itulah diminta kepada 

pihak KPU Taput supaya segera 
mengklarifikasi nya lewat pu-
tusan PN Tarutung,” ujar Rudi 
Zainal Sihombing SH kepada 
sejumlah media di Tatutung, 
Selasa (8/10).

Ketua Bidang Hukum Paslon 
Bupati/Wakil Bupati Taput 
nomor urut 1 tersebut  meminta 
KPU Taput  supaya segera me-
meriksa ulang berkas pencalo-
nan Calon Wakil Bupati nomor 
urut 2 yakni Deni Parlindungan 
Lumbantoruan sekaligus men-
empuh langkah jalur hukum.

“Negara kita adalah negara 
hukum. Jadi seluruhnya 
kita harus taat hukum dan 
peraturan,termasuk  KPU 
Taput,” tegas Rudi.

Sambil menunjukkan copi 
ijazah dan surat keterangan dari 

kantor Kelurahan dan Catpil 
Taput  jelas terlihat berbeda. 
Pada copi ijazah jelas tercantum 
tanggal 14 Januari 1978, sedan-
gkan  pada surat keterangan dari 
Kelurahan dan Catpil tercantum 
tanggal 14 Januari 1979. Jadi 
berkas pencalonan Bupati/Wakil 
Bupati Tapanuli Utara nomor 2  
diduga bermasalah berat.

Berkas pencalonan Deni 
Parlindungan lahir pada Tahun 
1978 dan Deni Parlindungan 
Lumbantoruan dalam ijazah 
,sedangkan dalam surat keteran-
gan dengan tanggal  lahir pada 
tahun 1979.

“Apakah bisa dinyatakan 
sebagai orang yang sama tanpa 
penetapan dari Pengadilan? 
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Edisi Digital tersedia di

Hidayah

TINGKAT kepercayaan 
rakyat terhadap DPR RI cenderung 
bervariasi dan sering kali 

dipengaruhi oleh berbagai faktor, 
termasuk kinerja, transparansi, 
dan respons terhadap isu-isu 
publik. Survei menunjukkan 

bahwa kepercayaan masyarakat 
sering kali rendah, terutama ketika 

terjadi skandal atau ketika kebijakan 
yang diambil dianggap tidak sejalan 

dengan kebutuhan rakyat. 

Badan Aspirasi 
Rakyat 

Oleh Dr A Rasyid, MA (Dosen FIS UINSU)
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Kalau Menang Tidak DilantikSubuh 	 :	04:57 WIB
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Indonesia Kirim Bantuan 
untuk Palestina Rp15 M
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Jakarta, MIMBAR - Pemerintah memastikan 
gaji dan tunjangan hakim segera naik. Hal ini ini 
menyusul sejumlah protes dari solidaritas hakim 

akibat gaji yang belum mengalami perubahan 
selama 12 tahu lamanya atau sejak 2012.

­ Bersambung ke Hal 11

Puting Beliung 
Hantam Kepri

PULUHAN RUMAH 
RUSAK

Kepri, MIMBAR - Sebanyak 
61 rumah warga di Kota Batam dan 
Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau 
(Kepri) rusak usai diterjang angin 
puting beliung, Selasa (8/10).

Angin puting beliung di Pulau 
Aweng Kecamatan Bulang Batam 
itu membuat rumah warga yang 
tinggal di pesisir pantai rusak. 
Puting beliung juga merusak 
puluhan rumah warga yang tinggal 
di pesisir pantai wilayah Tel-
ang Kecil, Desa Mantang Besar 
Kecamatan Mantang, Bintan.

Polda Sumut 
Tangkap 

Ratu Entok
DIDUGA MENISTAKAN 

AGAMA
Medan, MIMBAR – Direktorat 

Reserse Siber Polda Sumut menga-
mankan selebgram Ratu Entok, 
terlapor dugaan penistaan agama 
dan melanggar undang-undang 
Informasi dan Transaksi Elektronik 
(ITE), Selasa (8/10).

Kabid Humas Polda Sumut, 
Kombes Pol Hadi Wahyudi men-
gakui pihaknya sudah mengaman-
kan Ratu Entok. Penyidik masih 
melakukan pemeriksaan.



  

Tunggu didemo dulu ya ... 

Hehehe..

Ijazah Kandidat Wakil Bupati Taput Nomor 2 Disoal
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KABUPATEN beberapa hari ini mendadak geger. Itu karena berkas 
pasangan calon (paslon) Wakil Bupati nomor 2 Tapanuli Utara dinilai tidak 

wajar. Ada perbedaan nama dan tanggal lahir yang sangat mencolok.

Gelar Honoris Causa 
Raffi Ahmad Tak 

Diakui Kemendikbud
Jakarta, MIMBAR - Selebriti Raffi Ahmad tengah 

menjadi topik perbincangan terkait gelar doktor 
kehormatan atau honoris causa (HC) yang diterimanya 
dari Universal Institute of Professional Management 
(UIPM). Kendati demikian, pemerintah tak mengakui 
gelar tersebut. Sebab, UIPM ternyata tidak memiliki 
izin operasional di Indonesia.

Mengutip CNBC Indonesia (8/10), Ditjen Dikti 
Kemendikbudristek mengungkap investigasi yang 

Jakarta, MIMBAR - 
Pemerintah Indonesia akan 
kembali mengirim bantuan 
kemanusiaan untuk Palestina 
sebesar USD1 juta atau sekitar 
Rp15,7 miliar.

Hal ini diputuskan dalam Ra-
pat Tingkat Menteri yang digelar 
di Kantor Kemenko PMK, 
Jakarta, Selasa (8/10).

“Memberikan bantuan 
kemanusiaan yang berasal 
dari dana siap pakai (DSP) 
yang dikelola BNPB kepada 
Palestina masing-masing senilai 

USD1 juta,” kata Menko PMK 
Muhadjir Effendy di Kantor 
Kemenko PMK, Jakarta, Selasa 
(8/10).  

Muhadjir mengatakan 
pemberian bantuan ke Palestina 
ini akan menjadi keempat kalinya 
setelah sebelumnya sudah 
diberikan bantuan total sebesar 
USD4,07 juta untuk Palestina.

Selain Palestina, Muhadjir 
mengatakan pemerintah 
Indonesia turut memberikan 
bantuan kepada Sudan, Yaman 
dan Vietnam masing-masing 

senilai USD1 juta.
Muhadjir mengatakan 

Vietnam kini sedang mengalami 
bencana topan pada September 
yang lalu. Dana bantuan untuk 
Vietnam ini diambil melalui 
Dana Kerja Sama Pembangunan 
Internasional atau DKPI.

“Indonesia akan selalu 
berupaya untuk terus serta 
memberikan bantuan untuk 
meringankan beban penderitaan 
saudara-saudara kita di 
negara-negara 

­ Bersambung ke Hal 11

Jokowi Masih Berhitung
AKSI mogok kerja hakim di 

Indonesia telah sampai ke telinga 
Presiden Joko Widodo. Saat ini 
Kepala Negara mengaku masih 
mengkaji tuntutan para hakim 
yang meminta kenaikan tunjan-
gan jabatan sebesar 142 persen.

“Semuanya masih dalam 
kajian dan perhitungan,” ujar 

Menteri PANRB 
Abdullah Azwar 
Anas saat 
memberikan 
keterangan ke-
pada awak media 
usai Gebyar 
Pelayanan Prima 
di Jakarta, Selasa 
(8/10/2024)

Serangan Israel telah menyebabkan kerusakan yang luas di lingkungan Kafaat di pinggiran selatan Beirut, pada 7 
Oktober 2024. Foto-foto menunjukkan kehancuran setelah serangan udara Israel di lingkungan Kafaat.

Raffi Ahmad masuk dalam pengurusan Kamar Dagang 
dan Industri (Kadin) Indonesia untuk periode 2024-2029 
di bawah pimpinan Anindya Bakrie. Raffi ditunjuk untuk 
mengisi posisi sebagai Waketum Bidang Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif.
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Ada beberapa indikasi 
yang menunjukkan bahwa 
aspirasi rakyat seringkali 
tidak tertampung dengan 
baik di DPR RI. Beberapa 
bukti atau faktor yang 
mendukung hal ini antara 
lain: Banyak survei menun-
jukkan rendahnya tingkat 
kepuasan masyarakat ter-
hadap kinerja DPR dalam 
mewakili aspirasi mereka.
Terkadang, DPR dianggap 
lambat atau kurang respon-
sif terhadap isu-isu yang 
krusial bagi masyarakat, 
seperti kesehatan, pendidi-
kan, dan ekonomi.

Partisipasi masyarakat 
dalam proses legislasi ser-
ingkali masih rendah, yang 
menunjukkan kurangnya 
saluran efektif untuk me-
nampung aspirasi. Banyak 
gerakan protes atau aksi 
massa muncul sebagai ben-
tuk ketidakpuasan terhadap 
kebijakan yang diambil, 
mengindikasikan bahwa 
suara rakyat tidak didengar. 
Organisasi masyarakat sipil 
dan media seringkali meng-
kritik DPR terkait ketidak-
mampuan dalam mewakili 
kepentingan rakyat.

Faktor-faktor ini men-
unjukkan adanya tantangan 
dalam memastikan bahwa 
aspirasi rakyat benar-benar 
terwakili dalam pengambi-
lan keputusan di DPR.

Di sisi lain, ada juga 
momen di mana keper-
cayaan meningkat, teru-
tama ketika DPR dianggap 
responsif terhadap isu-isu 
penting atau ketika ada 
inisiatif yang dirasakan 
positif bagi masyarakat. 
Secara umum, upaya untuk 
meningkatkan akuntabilitas 
dan keterlibatan masyarakat 
dapat berkontribusi pada 
peningkatan kepercayaan 

tersebut.
Pembentukan Badan 

Aspirasi Rakyat oleh DPR 
bisa dilihat sebagai lang-
kah untuk meningkatkan 
keterlibatan masyarakat 
dalam proses legislasi. 
Dengan adanya badan ini, 
diharapkan suara dan 
aspirasi rakyat dapat 
lebih terwakili dan didengar 
dalam pengambilan kepu-
tusan. Namun, efektivi-
tasnya sangat bergantung 
pada bagaimana badan 
ini beroperasi, transpar-
ansi prosesnya, serta sejauh 
mana hasil masukan rakyat 
dapat diterapkan dalam 
kebijakan. Jika dijalankan 
dengan baik, ini bisa men-
jadi langkah positif untuk 
mendekatkan pemerintah 
dan masyarakat.

Jika Badan Aspi-
rasi Rakyat di DPR tidak 
mampu menangkap aspirasi 
rakyat dengan baik karena 
kepentingan lainnya, hal itu 
bisa menyebabkan beberapa 
masalah. Pertama, keper-
cayaan publik terhadap in-
stitusi DPR dapat menurun 
yang berdampak negatif 
pada partisipasi masyarakat 
dalam proses politik. 
Kedua, kebijakan yang 
dihasilkan mungkin tidak 
mencerminkan kebutuhan 
dan keinginan masyarakat, 
yang bisa memperburuk 
ketidakpuasan sosial.

Penting bagi DPR untuk 
memastikan transparansi 
dan akuntabilitas dalam 
proses pengumpulan aspi-
rasi. Selain itu, perlu ada 
mekanisme evaluasi untuk 
menilai efektivitas badan 
ini, agar dapat beradaptasi 
dan memperbaiki diri jika 
diperlukan. Jika tidak, 
keberadaan badan ini hanya 
akan menjadi simbol tanpa 
dampak nyata bagi rakyat.
(*)

Badan Aspirasi...
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Untuk itulah diminta 
supaya KPU Taput bersifat 
profesional”, ujar Rudi .

“Seharusnya, sebelum 
maju menjadi calon Wakil 
Bupati persoalan ijazah ini 
harus diperbaiki, bukan seka-
rang. Dan anehnya, ijazah 
tersebut tidak dileges oleh 
Dinas Pendidikan Sumut,” 
terangnya.

Yang kita pertanyakan, 
lanjut Rudi, kenapa KPU 
Taput meloloskan Deni Par-
lindungan/Deni Parlindungan 
Lumbantoruan selaku calon 
Wakil Bupati Taput.

“Seharusnya calon Bupati 
dan Wakil Bupati yang didu-
ga memiliki ijazah seperti ini 
harus digugurkan . Karena, 
syarat leges  ijazah dari Dinas 
Pendidikan Sumut juga tidak 
ada,” kata Rudi.

Perihal dugaan ketidak 
beresan berkas pencalonan 
Cawabup nomor urut 2 
dikonfirmasi kepada Ketua 
KPU Taput Swardy Pasaribu 
belum berhasil. Beberapa 
wartawan dari sejak pagi 
hingga sore mencoba men-
ghubungi nya namun belum 
berhasil. Juga dihubungi le-

wat WhatsApp , Ketua KPU 
Taput Suwardy Pasaribu 
tidak  meresponinya , walau-
pun bertanda ceklist dua.

Dimohon pihak KPU 
Taput jangan tutup mata atas 
dugaan kejanggalan berkas 
Cawabup nomor urut 2 terse-
but . “Jangan tunggu KPU 
Taput harus didemo  baru 
meresponi aspirasi rakyat 
yang berkembang luas”, ujar 
Rudi Zainal sembari meng-
ingatkan bahwa persyaratan 
Cawabup nomor 2 tidak sah 
jika tidak lewat Pengadi-
lan dan kaalaupun menang 
Pilkada maka dipastikan 
tidak dapat dilantik.

JANJI KETEMU
Calon Wakil Bupati 

(Cawabup) paslon nomor 
urut 2 Deni Parlindungan 
Lumbantoruan saat dikonfir-
masi lewat ponselnya berjanji 
untuk bertemu dengan media 
ini .“Baik, nanti sore kita ke-
temu seusai kami kampanye 
di Siborong-borong,” ujar 
Deni singkat.

Ternyata setelah ditunggu 
hingga pukul 17.00 WIB, 
Deni tidak menepati janjinya.
(bin)

Kalau Menang...
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yang tadi saya sebutkan,” 
kata Muhadjir.

Muhadjir merinci pengiri-
man bantuan ke negara-meg-
ara tersebut akan dilaksana-
kan pada 14 Oktober 2024 
mendatang. Ia berharap 
pengiriman bantuan dapat 
meringankan beban para 
korban bencana dan krisis 
kemanusiaan di empat negara 

tersebut. “Bantuan ini dapat 
meneguhkan Peran Indonesia 
dalam perdamaian dan aksi 
kemanusiaan internasional,” 
kata dia.

Agresi Israel ke Jalur 
Gaza Palestina telah me-
masuki satu tahun per Senin 
(7/10) kemarin. Dalam 
rentang setahun ini, agresi 
Israel ke Gaza telah me-
nelan korban jiwa menyentuh 
41.870 orang. (cnni/js)

Indonesia Kirim...
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“Untuk Batam ada 4 
rumah warga yang rusak 
sedang dan ringan, untuk 
Bintan ada 57 rumah rusak 
berat, sedang hingga ringan,” 
kata Penata Penanggulangan 
Bencana BPBD Provinsi 
Kepri, Hardin Nafi.

Lebih lanjut, dia menga-
takan tidak ada korban jiwa 
dalam peristiwa angin puting 
beliung di kedua wilayah 
tersebut. Menurutnya, keru-
sakan rumah warga keban-
yakan terjadi di bagian atap 
rumah.

“Tidak ada korban jiwa. 
Petugas masih melakukan 
asesmen untuk menilai 
kerusakan rumah warga 
yang terdampak angin puting 
beliung,” ujarnya.

Dia menambahkan, poten-
si angin puting beliung, angin 
kencang disertai hujan lebat 
masih terjadi beberapa hari 
ke depan di Kepulauan Riau 
berdasarkan pengamatan dari 
BMKG. Dia menghimbau 
warga yang tinggal di pesisir 
pantai untuk selalu was-
pada dan berhati-hati dengan 
kondisi cuaca yang terjadi.
(cnni/js)

Indonesia Kirim...
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dilakukan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 
Riset, dan Teknologi Kemendikbud Ristek 
terhadap UIPM. Dalam penelusurannya, tim dari 
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) 
Wilayah IV Kemendikbudristek juga mendatangi 
tempat yang disebut sebagai alamat UIPM di Pla-
za Summarecon Bekasi Jalan Ahmad Yani Kav. 
K01, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi.

Tim investigasi tak menemukan ada aktivitas 
operasional perguruan tinggi maupun perkan-
toran UIPM. Hasil investigasi juga menunjuk-
kan UIPM belum memiliki izin operasional di 
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Saat ini, tim Kementerian Pendidikan, Kebu-
dayaan, Riset, dan Teknologi tengah menindak-
lanjuti temuan yang ada. Kami akan bertindak 
tegas apabila ditemukan unsur-unsur pelangga-
ran,” ujar Dirjen Diktiristek, Abdul Haris dalam 
keterangan resminya yang diterima Jumat (4/10).

Oleh karena itu, Ditjen Diktiristek sudah 
berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal (Itjen) 
Kemdikbudristek guna menindaklanjuti temuan 
Tim Investigasi LLDIKTI Wilayah IV terkait 
keberadaan dan perizinan UIPM.

Dia menegaskan berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Ting-
gi, perguruan tinggi swasta dan perguruan tinggi 
lembaga negara lain wajib memperoleh izin dari 
pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan 
tinggi di Indonesia.

Perguruan tinggi asing yang ingin menyeleng-
garakan pendidikan tinggi di Indonesia juga 
harus memenuhi persyaratan yang ada di dalam 
Permendikbudristek 23/2023.

TAK DIAKUI DAN ANCAMAN PIDANA
Tanpa izin operasional penyelenggaraan 

pendidikan tinggi dari pemerintah, gelar akad-
emis yang diperoleh dari perguruan tinggi asing 
tersebut tidak dapat diakui.

“Ditjen Diktiristek juga mengajak masyarakat 
untuk mencermati informasi mengenai perguruan 
tinggi Indonesia maupun perguruan tinggi asing 
yang telah mendapatkan izin untuk menyelengga-

rakan pendidikan tinggi di Indonesia melalui la-
man PDDikti (https://pddikti.kemdikbud.go.id/),” 
demikian pesan Abdul Haris.

“Selain itu, masyarakat yang ingin melak-
sanakan studi di perguruan tinggi luar negeri atau 
ingin melakukan penyetaraan ijazah yang diterbit-
kan oleh perguruan tinggi juga dapat mengakses 
laman penyetaraan ijazah luar negeri (https://piln.
kemdikbud.go.id/), sekaligus guna menelusuri 
data perguruan tinggi yang ijazahnya dapat diseta-
rakan,” imbuhnya.

Dia juga menegaskan UU Dikti mengancam 
siapapun termasuk organisasi yang menyeleng-
garakan pendidikan tinggi dan memberikan ijazah 
serta gelar akademik tanpa izin dari pemerintah 
dapat dikenai sanksi pidana.

Sebelumnya ramai jadi perbincangan warganet 
polemik terkait selebritas Raffi Ahmad yang baru 
mendapat gelar doktor honoris causa (HC) dari 
kampus yang kredibilitas diragukan, UIPM.

Raffi mendapatkan gelar HC dalam bidang 
Event Management dan Global Digital Develop-
ment dari UIPM. Gelar akademis itu dianuger-
ahkan pihak UIPM kepada Raffi dalam sebuah 
seremoni di Thailand beberapa waktu lalu.

Namun, kabar penganugerahan itu dipandang 
miring oleh warganet, bahkan mereka memper-
tanyakan kredibilitas kampus UIPM tersebut. 
Merespons sindiran atau serangan warganet, 
UIPM menegaskan lembaga tersebut terdaftar 
dan diakui.

Merespons sindiran warganet itu, dalam 
keterangan resminya Deputy Legal Affairs UIPM 
Helena Pattirane menjelaskan lembaganya terdaf-
tar dan diakui secara internasional.

“Secara Hukum Internasional, UIPM masuk 
dalam aturan Pendidikan Online Internasional 
yaitu Lembaga Akreditasi Internasional bernama 
EDEN-(European Distance and E-Learning 
Network) bagian dari Global Education Coalition 
UNESCO ( United Nations Educational, Scien-
tific and Cultural Organization ) EDEN didukung 
oleh Program ERASMUS+ Uni Eropa.

EDEN adalah Lembaga Networking Cendeki-
awan, Pakar, Praktisi, Dan Profesional Eropa 
yang terbesar dan terlengkap serta inklusif di bi-

dang Pendidikan Terbuka, Pendidikan Jarak Jauh, 
dan E-Learning, yang semakin luas dan semakin 
kompleks aktivitasnya,” ujar Helena dalam surat 
bertanggal 30 September 2024 tersebut.

Helena menyatakan UIPM beroperasi sepe-
nuhnya daring dan tersebar di berbagai negara. 
Helena mengakui bahwa alamat UIPM di Thai-
land ‘bukan kampus, sebab UIPM murni 100% 
Online Learning’.

“Keberadaan UIPM dalam menjalankan Pen-
didikan Tinggi dengan format Pendidikan Tinggi 
Distance Education ( Pendidikan Jarak Jauh) dan 
menggunakan system pendidikan Full 100 % 
Online Learning, Virtual Campus atau Non Real 
Campus secara Jelas dan dipublikasikan baik di 
website resmi UIPM,” ujar Helena.

 RESPON RAFFI
Sebelumnya gelar Doktor ini diperlihatkan 

suami Nagita Slavina itu dalam unggahan Insta-
gram miliknya.

“Merupakan suatu kehormatan serta kebang-
gaan bagi saya menerima gelar kehormatan di 
bidang “Event Management and Global Digital 
Development” atas kontribusi saya selama pulu-
han tahun dalam pengembangan industri hiburan 
konvensional, offline, serta digital di Indonesia,” 
tulis Raffi Ahmad dalam Instagram miliknya.

Selama ini, Raffi Ahmad juga aktif melebar-
kan kinerjanya di dunia digital dan bidang kreatif. 
Dia mendedikasikan gelar tersebut untuk orang-
orang yang telah bekerja sama dengannya, mulai 
dari keluarga, mentor, rekan, tim, dan Tuhan Yang 
Maha Esa.

“Sebagai seseorang yang memiliki kesempa-
tan berinteraksi ke puluhan juta orang di berbagai 
platform digital dan juga secara event offline, saya 
akan terus berupaya memberikan pengaruh yang 
baik kepada pengikut saya dan terus membantu 
memotivasi mereka dalam mengejar impiannya,” 
janji Raffi Ahmad. “Dan tentunya, saya bersama 
tim akan membantu menciptakan lingkungan 
dimana orang-orang mampu menyumbangkan 
bakat uniknya dan menciptakan pengalaman 
yang membawa kebahagiaan bagi orang lain,” 
pungkasnya.(bes/js)

Gelar Honoris...
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“Betul (ratu entok) ditangkap di rumahnya 
dan saat ini dalam pemeriksaan penyidik siber. 
Kita tunggu prosesnya ya,” kata Hadi, Selasa 
(8/10).

Diketahui, Jumat 4 Oktober, belasan orang 
dari Gerakan Angkatan Muda Kristen (GAM-
KI) dan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia 
(GMKI) turut melaporkan Ratu Entok ke Polda 
Sumut. Mereka melaporkan dugaan undang-
undang Informasi dan Transaksi Elektronik 
(ITE) dan penistaan agama.

Salah satu pelaporanya adalah Swangro 
Lumbanbatu Sekjen GAMKI Sumut. Dia 
datang bersama rombongan lainnya untuk 

melapor.
Swangro mengatakan, apa yang dilakukan 

selebgram itu dalam sebuah video sudah meni-
stakan agama Kristen.

“Kontennya yang pertama, menunjukkan 
soal laki-laki gondrong. Bagi kami sebagai 
umat Kristiani itu menghina agama kami atau-
pun bahasa sederhananya penistaan agama,” 
kata Swangro Lumbanbatu Sekjen GAMKI 
Sumut, Jumat (4/10).

Sebelumnya, selebgram Ratu Thalisa atau 
yang akrab disapa Ratu Entok menggunggah 
video diduga melakukan penistaan agama Kris-
ten di akun Tiktok nya bernama @ratuentok-
glowskincare.

Dalam unggahannya, Ratu Entok berkata ke 

arah foto Yesus untuk mencukur rambut agar 
tidak menyerupai perempuan.

“Kau cukur. Heh! Kau cukur rambut kau. 
Jangan sampai kau menyerupai perempuan, 
kau cukup. Di cukur! Biar jadi kek bapak dia,” 
kata Ratu Entok di depan foto Yesus.

“Dicukur, kalau laki-laki rambutnya harus 
botak. Dicukur cepak, harus kayak ini kau, 
Ronaldo, cukur woi cukur,” bentaknya dengan 
ekspresi geram.

Namun kini, postingan tersebut telah diha-
pusnya dari akun tiktok pribadinya dan muncul 
video klarifikasi nya.

Dalam video klarifikasi yang diunggahnya, 
Ratu Entok menyampaikan bahwa video terse-
but tidak utuh. (A-10)

Polda Sumut...
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Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar 
Anas mengatakan, dirinya telah meneken persetu-
juan kenaikan tunjangan hakim.

“Mudah-mudahan soal gaji hakim, sudah saya 
taken (persetujuan kenaikan tunjangan),” ujar 
Anas, dalam acara Gebyar Pelayanan Prima 2024 
di Sheraton Grand Hotel, Gandaria City, Jakarta 
Selatan, Selasa (8/10).

Anas mengatakan, dirinya sempat dihubungi 
banyak pihak untuk penyelesaian persoalan ini. 
Padahal, menurutnya kenaikan gaji hakim ini bu-
kan sekedar masalah persetujuannya, tetapi juga 
perhitungan Kementerian Keuangan.

“Saya ditelponin malam, mulai Sabtu atau 
Minggu. Waduh, kan ini bukan soal hanya tanda 
tangan, tapi yang terkait dengan Kementerian 
Keuangan,” ujarnya.

“Tapi kemarin sudah kami kirimkan Pak. 
Saya ditelponin Mensesneg (Pratikno) terus, jadi 
alhamdulillah sudah selesai terkait gaji hakim,” 
sambungnya.

Saat ditanya lebih lanjut tentang persetujuan 
tersebut, Anas menjelaskan persetujuan yang 

ia maksud ialah untuk melakukan penyesua-
ian terhadap tunjangan hakim. “Tunjangan, ada 
beberapa formula, agak panjang kalau kita jelasin. 
Yang pasti, beberapa skema sudah kita setujui,” 
kata Anas, ditemui usai acara.

Anas belum dapat memastikan berapa 
kisaran kenaikannya. Namun ia memastikan, 
formulanya sesuai dengan harapan Mahkamah 
Agung. Dokumen berisikan berisikan formula itu 
pun telah dikirimkan ke Kementerian Sekretariat 
Negara.

“Ini sedang diproses di Setneg, bersama Men-
teri Keuangan (Sri Mulyani) dan Menteri Hukum 
dan HAM. Ini akan segera dipercepat,” tegasnya.

Sebagai tambahan informasi, Solidaritas 
Hakim Indonesia berencana untuk cuti bersama 
alias mogok kerja akibat gaji dan tunjangan 
hakim yang tidak kunjung naik. Para hakim akan 
melakukan cuti bersama serentak pada 7 sampai 
11 Oktober 2024.

Juru Bicara Solidaritas Hakim Indonesia 
Fauzan Arrasyid mengatakan langkah itu sebagai 
buntut dari gaji dan tunjangan hakim yang disebut 
tidak naik selama 12 tahun lamanya.

Adapun gaji dan tunjangan hakim sendiri saat 
ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No-

mor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan 
Fasilitas Hakim di Bawah Mahkamah Agung.

Disebutkan, hakim mendapatkan hak dan 
fasilitas, mulai dari gaji pokok, tunjangan jabatan, 
rumah negara, fasilitas transportasi, jaminan 
kesehatan, jaminan keamanan, biaya perjalanan 
dinas, kedudukan protokol, penghasilan pensiun 
dan tunjangan lain.

Tunjangan lainnya itu terdiri tunjangan ke-
luarga yang dihitung dari gaji pokok yang terdiri 
atas:

a. tunjangan istri/suami sebesar 10%
b. tunjangan anak sebesar 2% untuk paling 

banyak 2 orang anak
Kemudian terdapat tunjangan beras sebanyak 

10 kilogram (kg) untuk masing-masing anggota 
keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan paling 
banyak dua orang anak.

Sedangkan untuk rentang gaji hakim sendiri, 
untuk hakim dengan masa kerja 0-1 tahun gajinya 
berada pada rentang Rp 2.064.000 s.d 2.875.200. 
Sedangkan untuk yang paling senior, yakni masa 
kerja 32 tahun, rentang gajinya mencapai Rp 
3.929.700 s.d 4.978.000. Namun perlu diingat, 
besaran gaji ini belum termasuk tunjangan. (det/
js)
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Jokowi di Jakarta Convention Center (JCC), 
Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 8 Oktober 
2024. Kajian kenaikan tunjangan hakim itu kini 
sedang dilakukan tiga lembaga negara terkait 

anggaran dan kepegawaian. Mereka adalah 
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, 
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 
dan Kementerian Keuangan. “Semuanya baru 
hitung, dikalkulasi,” tutup Jokowi.

Informasi yang diperoleh redaksi, setidakn-
ya ada 1.748 hakim yang sepakat melakukan 
cuti bersama sebagai bentuk aksi mogok kerja 
untuk menuntut kesejahteraan. Aksi ini dilaku-
kan sejak 7 Oktober 2024 sampai 11 Oktober 
2024.(rm/js)

Jokowi Masih...

Pangkalan Militer Israel 
Dihujani Rudal Hizbullah

Tel Aviv, MIMBAR - 
Kelompok milisi Hizbullah 
Lebanon menembakkan 190 
roket ke Israel pada Senin 
(7/10), saat agresi Israel di Jalur 
Gaza memasuki satu tahun.

Militer Israel melaporkan 
nyaris 200 roket Hizbullah 
menyerbu sejumlah wilayah 
Zionis selama semalaman.

Hizbullah telah menyatakan 
bahwa pihaknya menargetkan 
pangkalan militer Israel di 
selatan Haifa. Mereka juga 
melancarkan serangan lain ke 
Tiberias.

Hizbullah menyebut 
serangan ke Haifa 
menggunakan rudal “Fadi 1”.

Menurut militer Zionis, 
setidaknya 12 orang terluka 
imbas serangan Hizbullah.

Pada saat yang sama, Israel 
juga menggencarkan serangan 
ke Lebanon selatan. Angkatan 
udara Israel membombardir 
situs-situs Hizbullah hingga 
puluhan orang tewas.

Kementerian Kesehatan 
Lebanon melaporkan dari 
puluhan korban jiwa, 10 di 
antaranya merupakan petugas 
pemadam kebakaran.

Konflik antara Hizbullah 
dan Israel terus memanas sete-
lah Israel meluncurkan invasi 
darat ke Lebanon selatan pada 
1 Oktober lalu.

Pasukan Pertahanan 
Israel (IDF) mengeklaim invasi 
“terbatas” itu dilakukan untuk 
menetralisir daerah perbatasan. 
Kawasan perbatasan Lebanon-
Israel merupakan area yang 
dikuasai Hizbullah.

Militer pun menegaskan 
tak berniat masuk lebih jauh ke 
Lebanon.

Hizbullah dan Israel telah 
terlibat baku tembak sejak 
Negeri Zionis meluncurkan 
agresi militer ke Jalur Gaza 7 
Oktober 2023 lalu. Hizbullah 
menyatakan perlawanannya 
terhadap Israel merupakan ben-
tuk solidaritas dengan rakyat 
Palestina. (cnni/js)


